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Mengingat :

SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN ruGAS BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG.

a. bahwa dengan telah diundangkannya peraturan
Bupati Nomor 33 Tahun 2O2I tentang Kedudukan,
lysunan Organisasi, Tugas den Fungsl serta Tata
{"du Perangkat Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Bupati Nomor T3 Tahun 2O2l
!"1t"ng Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 3iTahun 2O2L tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan 

. 
F\rngsi 

""rt* Tata. KerjaPerangkat Daerah, untuk lielancaran pelaksanaantugas dan fungsi Badan Daerah perlu 'pengaturan
mengenai uraian tugas;

b. bahwa berdasarka:r pertimbangan sebagaimana dimaksud
laig [urui a, perlu:nenerapt an peratuiao Bupati tentangUraian I\rgas Badan Daerah;

1. |"1al 19 ry{ (6) Undang -Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-U-ndang Nomor 69 Tahun l95g tentansPembentukan Daerah-Daerah 

'orgr."f-lr 
il; w"t#"frDaerah-Daerah TinCqJ I BaJi, Nu;-fenggam Barat danNusa Tenggara Timrir (l,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor tZ2, Tambatan 

-f,"LOrrun 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655);,

3. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2011 tentangPembentukan peraturan pgrunlfan;_;;"r;"r, (kmbaran
fegara- Republik Indonesia Tahrin 2OI't Nomor g2,Tambahan Lembaran.{"g11" nepuOfit-iiOonesia Nomor5234) sebagaimana telah -aiub"h-d.;;; 

Undang_UndangNomor 15 Tehun 2019-tentang purut-*fr-* Atas Undang_Undang Nomor 12 Tahun z6ri--t""t"il' pembentukan

l_"ji:" 1= P:T"d.l g. y"9* grr, (tembaran ivug"r" Rep u bli klndonesia Tahun 2019 No-mor iga, tamUatran IrmbaranNegara Republik Indonesia No*o, Oa'SA)i"'"*



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tantbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201.6 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah Aiubatr
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor lg
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamba=han
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebegaim-ana
telah_diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peratural Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara neputtit< Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 20i9tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Ntmor la4l;

8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembarai
lae1ah Kabupaten Badung Tahun 2016 nb-o. ZO,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tulas dan Fungs1
_.91" Tata Keq'a perangkat Daerah (Berita OaerifrKabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 34)sebagaimana telah diub^ah dengan peraturan B"p;;iNomor 73 Tahun 2O2I tentlng peruba}ran Atas
Ler_aturan Bupati Nomor 33 Taf,un 2O2l t."turrgKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FungsT
:9+" Tata Keq'a perangkat Daerah {Benta Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2b2 1 Nomor 75):

MEMUTUSKAN:

: PEMTURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN
DAERAH.

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daeratr adalah Pemerintah Kabuoaten

Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabuoaten

Badung.
5. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Badung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badaa Daerah Kabupaten

Badung.

BAB II
BADAN

Pasal 2

Badan terdiri dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;
c. Badaa Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;
d. Badan Pengeloia Keualgan dan Aset Daerah; dan
e. Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badal mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksana,kan fungsi penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan dalam melaksanakan tugas gslagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan kebljakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan telads sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. perrantuan, eva-luasi, dan pelaporan peiaksanaan
tugas dukungan telcris sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsipenunjang
Urusaa Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1)

(2)

.:
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BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagran Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasa] 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai
tugas :

a. menJrusun dan menetapkan rencana ke{a Badan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana
pembangunan jangka panjang Daerah, rencana
pembaagunan jangka menengah Daerah, rencana
strategis Perangkat Daerah, rencana keqja Pemerintah
Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;

c. men5rusun rumusa! kebljakan dibidang perencanaarl
pembangunan Daerah, serta melakukan monitoring
dan evaluasi atas pelaksanaan rencana ke4'a
termasuk program dari pemerintah Provinsi dan
pemerintah pusat;

d.mengkoordinasikan pen5rusunan dan peninjauan
kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
(RTRWK);

e. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas
sektoral;

f. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal
kepada bawahan;

h. mengkoordinasikan dan mengevaluasi petaksanaan
tugas bidang sesuai rencana kerja yang telah
ditetapkan;

i. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target
kinerja program;

j. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
seb4gai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan; dan

" k. melalsanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

g
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Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

a. menrusun rencana kerja Selrretariat untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
tugas kesekretariatan yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga, barang milik Daerah
dan pelaporan;

c. mengkoordinasikan kegiaten di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

d. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keq'a
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

e. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian
dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah serta kineq'a pengadaan
barang/jasa milik Negara;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,
administrasi umum, administrasi kepegawaian dan
ketatalaksanaan Badan;

g. mengkoordinasikan dan
kepada bawahan sesuai
masing-masing;

mendistribusikan tugas
dengan bidang tugasnya

pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
b. Sub Bagian Keuangan.

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
evaluasi berdasarkan sistem pengendalian intemal
kepada bawahan;

i. mengkoordinasikan penyiapan laporan materi evaluasi
dan monitoring pencapaian target kinerja program;

j. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebogai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada K+ad Badan.

pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:

3



b.

d.

e.
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menyusun program keda Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan perundang-
undangan;
menyiapkan data dan laporan administrasi
kepegawaian;
menyiapkan administrasi pendidikan, pelatihan dan
bimbingan teknis dalam upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia aparatur sipil negara ;
melaksanakan urusan administrasi surat menyurat,
dokumentasi dan penataan arsip;
melaksanakan pengadaan dan pengelolaan peralatan
dan perlengkapan kantor;
melaksanakan pencatatan, penyimpanan,
pemeliharaan, pendistribusian dan penghaprr"an
barang inventaris sesuai dengan ketentuai;
melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai;
mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;
melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
evaluasi berdasarkan sistem pengendalian intemal
kepada bawahan;
melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan p"rt rrggrr-rrgialwaban
kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yarg
diberikan oleh atasan.

s.

k.

(2) Sub Bagian Keuangal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan, men;rusun perencanaan €rnggaran
kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjangkelancaran pelaksanaan tugas Badan 

"""rrulketentuan Peratural perundang-isqdangan;

b. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar SubBagian/Kepala Sub Bidang lntern Badan melalui
Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan;

c. menyusun langkah teknis operasional dibidang
rugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

e. melaksaaakel tata usaha keuangan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
g. menyiapkan dokumen administrasr danpertanggungiawaban pelaksanaan keuangan;
h. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggarandan belanja Badan, pembukuan serta administrasi

keuangan;



(3)

(1)
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i. menyiapkan bahan pertanggungiawaban administrasi
keuangan;

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi
kegiatan, belanja modal dan realisasi anggaran;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
melalui sistem informasi manqiemen berbasis
elektronik;

l. mengumFulkan bahan pen5 rsunan dokumen-
dokumen laporan keuangan sesuai kebutuharr dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

o. melaksanakan pengawasan intemal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;

q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

s. melalsanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 8

Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia
mempunyai tugas:

a. menJrusun program ke4'a Bidang pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

b. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dibawahlingkup koordinasi Bidang pemerintah dan
Pembangunan Manusia;

c. mengkoordinasikan Perangkat Daerah di bawah
lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan
rencana pembangunan jangka panjang Daerah,
rencaia pembangunan jangka menengah Daerah,
rencana strategis Perangkat Daerah, rencana keqja
Pemerintah Daerah dan rencana keq'a perangkat
Daerah;



8

d. menyusun dokumen perencanaan pembangunan
Daerah (rencana pembangunan jangka panjang Daerah,
rencana pembangunal jangka menengah Daerah dan
rencana kerja pemerintah Daerah) Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia;

e. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Ke{a Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

f. menyusun bahan sidang kelompok musyawarah
perencanaan pembangunan (rencana pembangunan
jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka
menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah
Daerah) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia:

g. menJnrsun rancangan rumusan kebijakan bidang
perencanaan pembangunan Daerah, serta melakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja
termasuk program dari pemerintah pusat pada Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

h. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi
kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

i. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Provinsi dan Kabupaten Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

j. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal
kepada bawahan;

1. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan
monitoring pencapaian target kinerja program;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai tugas:
a. menJrusun program ke4'a Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam;
b. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dibawah

lingkup koordinasi bidang dalam dokumen
perencanaan pembangunan Daerah (rencana
pembalgunan jangka panjang Daerah, rencana
pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana

(2)

(1)



9

kerja pemerintah Daerah) Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam;

c. mengkoordinasikan Perangkat Daerah di bawah
lingkup koordinasi bidang dalam penyusunar
dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

d. menyusun dokumen perencanaan pembangunan
Daerah (rencana pembangunan jangka padang
Daerah, rencana pembangunan jangka menengah
Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah) Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya alam;

e. menyusun bahan sidang kelompok musyawarah
perencanaan pembangunan (rencana pembangunan
jangka panjang Daerah, rencara pembangunan
jangka menengah Daerah dan rencana kerja
pemerintah Daerah) Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam;

f. menyusun rancangan rumusErn kebijakan bidang
perencanaan, pengenda-lain dan evaluasi
pembangunan Daerah, serta memantau pelaksanaan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana
kerja termasuk progre"' Pemerintah Daerah pada
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

g, memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan
harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

h. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan
narmonlgasl perencanaan kegiatan
Kementerian/provinsi pada Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam;

i. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis
perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian dal Sumber Daya Alam .

j. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

k. melaksanalan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal
kepada bawahan;

1. menkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan
monitoring pencapaian target kinerl'a program;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungiawaban
kepada atasan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
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pasal 10

(1) Pidang perencanaan, pengendarien dan EvaluasiPembangunan Daerah *"*p"-rryJf"", *'

a. menJrusun prograrn 
_ kerja Bidang perencanaan,

Pengendalian Darr Evaluasi"f"_tffi-rr* Daerah;b. melakukan analisa dan pengk4jian-perencarraan danpendanaan pembangunan Da-erah :
c. melakukan *"li:1 data dan informasi pembangunanuntuk perencanaan pembang""." o""rJfr;
d. melakukan peneintegrasian dan harmonisasi programpembangunan di Daerah;
e. menJrusun rur

pengendarian, 
""il:T o J"Hrrm* r:ffi:,:HffiDaerah;

f. melakukan koordinasi dan sinlrronisasi pelaksanaalkeb{jakanperencanaana."p""g"gg}."--Daerah;
g. mengkoordinasika

11":r",,".1 n."#"',*n"ffpg;. r*tX;,T*
J11*l pan-ians pae3h, i"nc"rra- iJ_hrrgu.r.nJangka menengalr. Daerah dan I."'*"I1" ke4.apemerintah Daerah);

h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaanpembangunan Da3rah,. dan pelaksanaao .encanapembangunan Daerah, 
"";;-*^;;i rencanapembangunan Daerah:

i. melakukan nensjl$a{an. melalui pemantauan,supervisi dan tindak lanjut terhai"p"'p..r""p"i.r,
L:r"l.T -:c* prosrurm t- td;'d*::",i^, denganKe ouakan pembangunan Daerah-:j. menganalisa per:masaLah€rn p"mbarrgurran Daerahberdasarkan data:

r, menganalisa data informasi pembangunan Daerah;l. melakukan analisa hasil evaluasi irrri.rr.l"rryt"p".,
B:3S.*, prosr€rm d,, -'k"il;J" 

iJ_o*er,,,,,
m.mengkoordinasikan dan

kepada bawahan sesuai
masing-masing;

n. melaksanakan pemt .

."d;;J;;J;dTa:l'- pensawasan' penilaian dan
rcp"aat"oJJ;;* slstem pengendalian internal

o. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi danmonitoring pencapaian target k;a-a pr;;;;;;p. melaporkan pelaksanaan.kegiatan drbidlns tugasnyasebagai bahan inform""i a'u"l"lir-gir""giawabankepada atasan; dan
q. melaksanakan tusl

diberikan ot"h.ta*di" kedinasan lainnya yang

.mendistribusikan tugas
clengan bidang tugasnya
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(2\ Bidang Perencanaan, Pengenda-lian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 11

(1) Bidang Inftastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

a. menyusun program ke4'a Bidang Infrastruktur Dan
Kewilayahan;

b. menyusun dokumen perencanaan pembangunan
oaeiah (rencana pembangunan jangka panjang
Daerah, rencana pembangunan jangka menengah
Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah) Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahal;

c. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

d. menyusun baherr sidang kelompok musyawarah
perencanEran pembangunan (rencana pembangunan
jangka panjang Daerah, rencana pembanguna-n
jangka menengah Daerah dan rencana kerja
pemerintah Daerah) Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

e. menJrusun rancangan rumusan kebijakan bidang
perencanaan pembangunan Daerah, serta melakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaai rencana
kerja termasuk program dari pemerintah Provinsi darl
pemerintah pusat pada Bidang Infrastruktur dart
Kewilayahan;

f. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan
harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur dan KewilaYahan;

g. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan
harmonisasi kegiatan Kementerian/provinsi dan
kabupaten Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

h. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis
perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur dan KewilaYahan;

i. memlasilitasi penyusunan dan peniqjauan kembaii
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);

j. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
evaluasi berdasarka-n sistem pengendalian intemal
kepada bawahan;

1. mengkoordinasikan pelaksanaan eva-luasi dan
monitoring pencapaian target kinerja dan program;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan; dan

)
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n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Badan Pendapatan Daera}r / Pasedahan Agung

Pasal 12

(1) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
mempunyai tugas:
a. menetapkan program/rencana keq'a Badan

berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan yang diperlukan antar
instansi/lembaga terkait sesuai ketentuan Peraturan
Perundalg'undangan;

s. rnsrnimpin penJrusunan dan perumusan langkah
strategis dan operasional Badan bersama Sekretaris
dan para Kepala Bidang dilingkungan Badan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. merumuskan kebljakan operasional dalam bidang
tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

e. memimpin pemungutan pajak Daerah dan
mengkoordinasikan instansi/lembaga pemungut
retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah
yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
Daerah yang sah;

f. menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi
pajak Daerah sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan Badan;

g. menyelenggarakan keq'a sama dengan lembaga,
instansi dan/atau pihak yang berkompeten dalam
pemeriksaan pajak Daerah serta memberikan
rekomendasi pelunasan pajak Daerah;

h. menyelenggarakal penagihan pajak Daerah dan
mengorganisir pasedahan;

i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

j. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian
dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
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k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana keq'a dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

l. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai bahan perlimbalgan dalam
peningkatan karier bawahan;

m. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatal di bidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

n. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungiawaban kepada atasan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dipimpin
oleh Kepala Badan yalrg berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 13

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengatur, membina,
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
tugas keselrretariatan yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian,
perlengkapan, barang milik Daerah dan pelaporan;

b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan
rencana keq'a dan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundangundangan;

c. mengkoordinasikan Bidang dan para Sub Bagian
dalam merumuskan program keda dan sistem ke4.a
operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

d. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar
instansi/lembaga terkait melalui Kepala Badan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

e. menJrusun dan merumuskan langkah operasionai
ketatausahaan sebagai'pedoman pelaksanaan tugas
sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;

f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran
Badan dengan masing-masing bidang;

g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi
perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan
administrasi umum;

h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana
prasarana dan kebutuhan rumah tangga Badan;
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i. mengloordinasikan pen5 rsunan dokumen
perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan
tatang milik Daerah, laporan keuangan dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

j. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target
kinef a dan alggara:r;

k, mengkoordinasikan pen1rusunan rencarra kefa'
program dan pelaporan serta pembinaan organisasi
dan tata laksana;

L melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi umum'
kerumahtanggaan dan kehumasan;

m.mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

n. mengkoordinasikan penJrusunan standar operasional
prosedur;

o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

p. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undaagan;

q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;

r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan

. Peraturan Perundang-undangan;
s. melaForkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya

dan laporan lainnya sesuai kebutuhan ssfagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

t. melaksanalcan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan,

Pasal 14

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian.

Pasal 15

(1) Sub Bagran Umum, Keuangan dan Kepegawaian
mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program
dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
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Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar
Kepala Sub Bidang Intem Badan melalui Sekretaris
seJuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. menJrusun langkah teknis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

e. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan
naskah dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran
lainnya;

f. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
g. menrusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana,

serta kebutuhan rumah tangga;
h. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan

sarana prasarana;
i. mengelola dan mendistribusikan sa.rana prasa.rana

sesuai dengan kebutuhan;
j. melaksanakan tata usaha keuangan dan

perbendaharaan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

k. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan
perbendaharaan;

I. menyiapkan dokumen administrasi
pertanggungiawaban pelaksanaan keuangan
perbendaharaan;

m. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi
mengurus administrasi keuangan
perbendaharaan;

n. melaksalakan administrasi perjalanan dinas;
o. melakukan pengelolaan administrasi terhadap

penerimaan pajak Daerah;
p. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi

kepegawaian;
q. menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi

pegawai sesuai dengan kebutuhan;
r. men1rusun analisis kebutuhal diklat peningkatan

kapasitas pegawai;
s. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

t. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

u. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksalaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

v. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;

dan
dan

serta
dan
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l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

n. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

o, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi keq'a bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

p. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

q. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebigai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
oan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.

(21 Bidang Data dan Teknologi Informasi rtipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendaftaran dan pendataan; dan
b. Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Pendaftaran dan pendataan mempunyai
mgas:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan

dibidang tugasnya berdasarkan rencara dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian dan Sub Bidang intem Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. menyusun langkah teknis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

e. menyiapkan bahan penyusunan kebljakan teknis
pendaftaran dan pendataan pajat Daerah;
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f. melakukan persiapan, p"t t a"rr^.rr, pemantauan
penda,ftaran dan pendataan wajib pajak Daerah serta
melakukan pendataan potensi pajak Daerah dan
pendataan lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan;

g. melaksanakan pengelolaan dan memproses penetapan
Nomor Pokok Wajib pajak Daerah (NpWpD);

h. melaksanakan pengelolaan, memproses dan
mengarsip pelaporan pajak Daerah berdasarkan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SpIpD) sesuai denganjangka waktu penyimpanan arsip yang ditentufan
oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan;

i. melaksanakan sosinlisasi dan mengedukasi wqiib' pajak Daerah tentang Peraturan perundang-undangan
dan kebijakan dibidang perpajakan Daerah;

j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sebuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

l. melakukan pengawasan internal terhadao
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan
prestasi ke4'a bawahan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan
dalam peningkatan karier bawahan;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

p. melaksanal<an tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi
mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan
dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian dan Sub Bidang intern Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c, menJrusun langkah telcds operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;



19

e. menyiapkan bahan penJrusunan kebijakan teknis
pemutakhiran data dan telcrologi informasi pajak
Daerah;

f. melaksanakan pemutakhiran data, mengelola dan
memelihara sistem aplikasi serta infrastrukur
telorologi informasi pajak Daerah;

g. menJrusun perencanaan dan pengembangal teknologi
informasi sesuai dengan kebutuhan Badan;

h. melaksanakan pen5rusunan dal evaluasi target
pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak
Daerah dan retribusi Daerah;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan serta
melaksanakan pemecahan perrnasalallan yang
berkaital dengan data dan teknologi informasi pajak
Daerah;

j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

k. memberi bimbingan dan petu4iuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundalg-undangan;

1. melakukan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap peliaksanaan tugas dan
prestasi keq'a bawahan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan
dalam peningkatan karier bawahan;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

o, melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 19

(1) Bidang Penetapan mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana program kegiatan dibidang

tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang dalam
merumuskan perencan€ran program kegiatan dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

I
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mengkoordinasikall dengan bidang lainnya dalam hal
dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
men3rusun langkah telois operasiona-l dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

f. menyusun kebijakan telcris penetapan pajak Daerah;
g. menyusun rencana pelaksanaan sub Bidang

Pemeriksaan serta Sub Bidang Penetapan dan
Pembukuan;

h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program,
kegiatan dan pelaporan pada Sub Bidang Pemeriksaan
serta Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;

i. melaksanakan pemeriksaan, penetapan dan
pembukuan pajak Daerah;

j. melaksanakan pendampingan dalam menyiapkan
bahan serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh auditor intemal maupun eksternal dan
dikoordinasikan antar Bidang, Sub Bagian dan Sub
Bidang Intem Badan melalui Sekretaris;

k. melaksanakal sistemasi dan analisa hasil
pelaksanaan tugas pemeriksaan, penetapan dan
pembukuan pqiak Daerah;

l. mengkoordinasikan ke4'a sama dengan lembaga,
instansi dan/atau pihak yang berkompeten dalam
pemeriksaan pajak Daerah serta memberikan
rekomendasi pelunasan pajak Daerah;

m.mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

o. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebigai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
dan

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
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{21 Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepaia Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badal.

Pasal 20

Bidang Penetapan terdiri dari:
a. Sub Bidang Pemeriksaan; dan
b. Sub Bidaag Penetapan dan Pembukuan.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan
dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian dan Sub Bidang intern Badan sesuai
ketentuan Peraturan perundang-undangan;

c. menJrusun langkah teknis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

e. menJrusun kebljakan telrris pemeriksaan pajak
Daerah;

f. melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah sesuai
ketentuan Peraturan perundang-undangan;

g. menyelesaikan keberatan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan keterapan pajak Oaerah sesuai
ketentuan Peraturan perundang-gndangan;

h. melaksanakan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan perundang_undangan;

i. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan
terhadap data hasil perekaman online pajak Daerah
serta melaksanalan pemeriksaan pajak Daerah secara
silent operation terhadap jenis pajak-Daerah baik yang
bersiiat tetap maupun insidentil;

j. menyiapkan dokumen kerja sama dengan lembaga,
instansi dan/atau pihak yang berkompeten dalam
pemeriksaan pajak Daerah serta memberikan
rekomendasi pelunasan pajak Daerah;

k. melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah sesuai
ketentuan Peraturan perundang-undangan;

1. menyelesaikan keberatan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengu.angan
atau pembatalan ketetapan pajak Daerah sesuai
ketentuan Peraturan perundang-slldangan;



22

m. melaksanakan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan;

n. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan
terhadap data hasil perekaman online pajak Daerah
serta melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah secara
silent operation terhadapjenis pajak Daerah baik yang
bersifat tetap maupun insidentil;

o, menyiapkan dokumen kerja sama dengan lembaga,
instansi dan/atau pihak yang berkompeten dalam
pemeriksaan p4jak Daerah serta memberikan
rekomendasi pelunasan pajak Daerah;

p. memantau kesiapan bahan serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan auditor internal maupun ekstemal yang
dikoordinasikan antar bidang, sub bidang dan Sub
Bagran intern Badan melalui Sekretaris;

q.mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

r. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

s. melakukan pengawasan intemal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

t. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan
prestasi keda bawahan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan
dalam peningkatan karier bawahan;

u. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

v. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
can

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Sub Bidang Penetapan dan pembukuan mempunvzu
tugas :

a. menyiapkan bahan penyusuna.n rencarra kegiatan
dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan. tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundane-
undangan;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian dan Sub Bidang intem Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. menyusun langkah teknis operasional dibidane
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentua;
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;
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e. menyusun kebijakan teknis
pembukuan pajak Daerah;

penetapan dan

f. melaksanakan penetapan dan pembukuan pajak
Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, melakukan verifikasi dokumen
pemeriksaan pajak Daerah, verifikasi penerimaan dan
rekonsiliasi pajak Daerah;

g. melaksanakan penerbitan, pendistribusian, pelaporan
dan menyimpan arsip surat ketefaFan pajak Daerah,
surat ketefapan pajak Daerah kurang bayar, surat
keterapan pajak Daerah kurang bayar tambahan,
surat ketetapan pajak Daerah nihil, surat ketetapan
pajak Daerah lebih bayar dan surat tagihan pajak
Daerah sesuai dengan jangLa waktu penyimpanan
arsip yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

h. melaksenakan administrasi pengadaan, persediaan
dan pembukuan benda berharga serta menyiapkan
laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan
piutang pajak Daerah;

i. mengumpulkan dan mengelola data penerimaal
retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, serta lainlain pendapatan asli
Daerah yang sah untuk kepentingan Badan;

j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

l. melakukan pengawasan mternal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundalg-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan
prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan
dalam peningkatan karier bawahan;

n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai 

-bahan

informasi dan pertanggungiawaban kepadi atasan;
dan

p. melaksanalan tugas kedinasan iainnya yang
diberikan oleh atasan.

(3) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang penetapan.
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Pasal 22

Bidang Penagiharr dan Pasedahan mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana prograrn kegiatan dibidang

tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang dalam
merumuskan perencanaan program kegiatan dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal
dal keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

d. menyusun langkah teknis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

f. menyusun kebijakan teknis penagihan pajak Daerah
dan pasedahan;

g. menyusun rencana pelaksanaan Sub Bidang
Penagrhan serta Sub Bidang Pasedahan;

h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program,
kegiatan dan pelaporan pada Sub Bidang penagihan
serta Sub Bidang Pasedahan;

i. mengkoordinasikan dan memimpin penagihan pajak
Daerah dan mengorganisir pasedahan;

j. melaksanakan sistemasi dan analisa hasil
pelaksanaan tugas penagihan dan pasedahan;

k.mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

m. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan
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(2J !i9*g Penagihan dan.pasedahan dipimpin oleh Kepala
Pidalc yang berada dibawah d"" ;;;;ss"ng jawabkepada Kepala Badan.

pasal 23

Bidang Penagihan dan paeedahan terdiri dari:a. SubBidangpenagihan; dan
b. Sub Bidang pasedahar;

pasal 24

(1) Sub Bidang penagihan mempunyai tugas :

a menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatandibidang tugasnya berdasarkan rencana dankebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar SubBagran dan Sub Bidang intern Badan sesuai
ketentuan Peraturan perundang_undangal;

c. menJrusun langkah telceis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuai
Peraturan perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pad.a bidang
tugasnya;

e, men1rusun kebijakan telrris penagihan pajak Daerah;
f. melaksanakan penagihan pajak Daerah sesuai

ketentuan Peraturan perundang_undalgan;
g. menyelesaikan permohonan angsur€rn dan penundaan

pembayaran pajak Daerah;
h. menyiapkan laporan periodik penerbitan danpendistribusian surat penagihan pajat Daerah serta

menyimpan arsip penagihan pa.yak Daerah sesuai
{g.etrr jangka y+t" penyimpanan arsip yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perupa"angl
undangan;

i. mengkoordinir petugas juru sita pajak Daerah dalam
melakukan penagihan pajak Daerah;

mengkoordinasikan tugas
dengan bidang tugasnya

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

j. mendistribusikan dal
kepada bawahan sesuai
masing-masing;

l. melakukan pengawasan rnternal
pelaksanaan tugas bawahan sesuai
Peraturan Perundang-undangan ;

terhadap
ketentuan

m. melakukan penilaian terhadap peiaksanaan tugas danprestasi ke4'a bawahan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan
dalam peningkatan karier bawahan:
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melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidalg tugasnya sesuai ketentuan
Peratura:r Perundang-undangan;
melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebicai -bahan

informasi dan pertanggungiawaban kepadi atasan;
dan
gglaklanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Sub Bidang Pasedahan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan
dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. melekukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian dan Sub Bidang intern Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. men5rusun langkah tekeis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

o.

e. menyusun kebljakan
persubakan;

telcris pasedahan dan

f. melaksanakan tata usaha persubakan, kegiatan
upacara/upakara persubakan, pembinaan subak dan
sedahan;

g. melaksanakan penerbitan, pendistribusian, pelaporan
dan menyimpan arsip surat ketetapan yang terkait
dengan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan
jangka waktu penyimpanan arsip yang ditentukan
oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. melaksanakan penelitian/verifikasi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

i. melaksanakan tugas pembantuan penagihan pajak
Daerah;

j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

1. melakukan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan
prestasi keq'a bawahan sesuai ketentuaa Peraruran
Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan
dalari peningkatan karier bawahan;
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n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(3) Masing - masing Sub Bidang diplopit oleh Kepala. Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan'

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia memPunYai tugas:

a. menetapksn program/rencana kerja Badan
berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undaagan;

b. melaksanakan koordinasi ants'r instansi/lembaga
terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah
strategis dan operasional Badan bersama Sekretaris
dan pirra Kepala Bidang dilingkungan Badan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. merumuskan kebijakan operasional da-lam bidang
tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;
e. mengkoordinasikan tata usaha kepegawaian sebagai

bahir pembinaan kepegawaian dan menghimpun
Peraturan Perundang-undangan di bidang
kepegawaian, bahan petunjuk penerimaan dan
p"itg;ttgk"t"o pegawai, pengemba:rgan karir pegawai'

melaksanalan tttrrta*i, pengembangan sumber daya

aparatur, pemberian penghargaan serta

pemberhentian dan Pensiun;
f. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian
dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
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menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan
Perundan5undangan;
melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketenfuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;
melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan di bidarrg tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungiawaban kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 26

(1) Sel,retariat mempunyai tugas :

a. merencanakan, R€ngatur, membina,
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
tugas kesekretariatan yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian,
perlengkapan, barang milik Daerah dan pelaporan;

b. rnenyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan
rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan bidang dan para Sub Bagian
dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja
operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - undangan;

d. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar
instansi/lembaga terkait melalui Kepala Badan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. menyusun dan merumuskan langkah operasional
ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undalgan;

f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran
Badan dengan masing-masing bidang ;

g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi
perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan
administrasi umum:

h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana
prasarana dan kebutuhan rumah tangga Badan;
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i. mengkoordinaeikan 
. . penJrusunan dokumenpenencanaan, 

lapaian kinerja dan laporan pengelolaanbarang *dt ?*l"rr, ld;il-f,;Agan dan laporanlainnya sesuai. teOuiuirin- aan'-tlT"rr.t,rrr peraturanperundang_undangan;
j. mengevalu""i__1T-_on"monitoring pencapaian targetkinerja dan anggaran;
k.mengkoordinasikan penJrusunan 

.rencana kerja,program dan_ pelaporan serta pembmaan organisasidan tata laksana;
l. melaksanakan 

- 
pengelolaan administrasi keuangan,administrasi kepegawaian, 

"arili"t""i ;;-;:kerumahtan ggaan- dan kehu;a;; -'
m. mendistribusi!11 dan 

, 
mengkoordinasikan tugaskepada bawahan sesuai denian Uia.rrg t"d;;;masing_masing;

n. mengkoordinasikan penJrusunan standar operasionalprosedur;
o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahandibidang tugasnya baik t;; ;;;rin tertulis sesuaiketentuan peraturan eerunaang_unilgarr;
p. melaksanakan pengavrasan internal terhadappelaksanaan tugas - bawahan 

"esuai ketentuanPeraturan perundang_undangan;
q. melakukan_ p:qi.t terhadap pelaksanaan tugasoawahan sesuai ketentuan peraturan perundaig_

undangan sebagai bahan p"rti_U.r,g"r, dalampeningkatan karier bawahan;
r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaankegiatan dibidang tugasnya 

""",r"i ketentuanperaturan perundang_unalans;n 
;

s. mela-porkan pelaksanaan kegratan dibidang tugasnyadan laporan lainnya sesuai kibutuhan sebagai bahaninforrnasi dan pertanggungiawaUan Lpada atasan;dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh atasan.

(21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada fepafa Badan.

pasai 2Z

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagan Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagan perencanaan, Keuangan dan pelaporan.

pasal 2g

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :a. menyiapkan bt*,. menyusun perencanaan prograrndan anggaran kegiatan a""ar"i A"rrg.r, kebutuhanuntuk menunjang kelancaran pelalsanaa., tugas
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Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. meLaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian/unit kerja intern Badan meLalui Sekretaris
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. menJrusun langkah teknis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

e. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

f. menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi
pegawai sesuai dengan kebutuhan;

g. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
h. menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan

kapasitas pegawai;
i. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan

naskah dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran
lainnya;

j. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
k. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana,

serta kebutuhan rumah tangga;
l. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan

sarana prasarana;
m. mengelola dan mendistribusikan aarana prasarana

sesuai dengan kebutuhan;
n.mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

p. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;

r. melakukan evaluasi terhadap seluruh peiaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhal sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan
mempunyai tugas :

(2)
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a. menyiapkan bahan, menJrusun perencanaan progran
dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian/Kepala Sub Bidang Intem Badan melalui
Seliretaris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

c. menJrusun langkah telcris operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

e. melaksanakan tata usaha keuangan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
g. menyiapkan dokumen administrasi dan

pertanggungiawaban pelaksanaan keuangan;
h. menyiapkan bahan penyusunan rencana angga-ran

dan belanja Badan, pembukuan serta administrasi
keuangan;

i. menyiapkan bahan pertanggungjawaban administrasi
keuangal;

j. mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Keda
dan Anggaran (RKA) masing-masing bidang dan
s€kretariat sebagai bahan penyusunan Rencana fe4a
dan Anggaran Badan;

k. mengumpulkan bahan perumusan program keq.a
berdasarkan rencana program Sekretariat dan
Bidang;

I. mengumpulkan bahan penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);

m. mengumpulkan bahan, mengolah data dan menyusun
laporan capaial kinerl'a;

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi
kegiatan, belanja modal dan realisasi anggaran;

o. menyiapkan bahan pelalsanaan dan evaluasi kegiatan
melalui sistem informasi manajemen berbasis
elektronik;

p. mengumpulkan bahan penyusunan dokumen
perencanaan, capaian kineqia dan, laporan keuangan
dan laporarr lainnya sesuai kebutuhan dan kerentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

q.mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawatran sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

r. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

s. melaksanakan pengawasan internal terhadao
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;
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t. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan ;

u. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

v. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(3) Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal 29

(1) Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kineria
Aparatur mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kegiatan dibidang

tugasnya berdasarkal rencara dan kebutuhan untuk
menunjang kelalcaran pelaksanaan tugas Badan
sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang dalam
merumuskan perencanaan program kegiatan dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam haldan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

d. menyusun langkah tela:is operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

e. menJrusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

f, merumuskan keb{jakan mutasi dan promosi;
g. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
i. memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
j. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan

promosi;
k. merumuskan kebijakan penilaian kineg'a dan

penghargaan
l. merencanakan pelaksanaan kegiatan penilai kineqa

dan penghargaan;
m. mengkoordinir kegiatan penilaian kineq'a;
n. mengevaluasi hasil penilaian kineg'a;
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o. memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
p. mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
q. mengevaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan

penghargaan;
r. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

s. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

t. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

u. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dal prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebegai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

v. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

w. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
iniormasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Bidang Mutasi, Promosi. Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 30

(1) Bidang Pengembangan Sumber
mempunyai tugas:

Daya Manusia

a. menJnlsun rencana program kegiatan dibidang
tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang da-lam
merumuskan perenc€rnaan program kegiatan dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam ha1
clan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

d. menyusun langkah teknis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

e, menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;
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f. merumuskan kebijakan pengembangan komperensr;
g. menyelenggarakal pengembangan kompetensi

Aparatur Sipil Negara;
h. menyelenggarakan pengembangan

teknis;
kompetensi

i. menyelenggarakan dan memfasilitasi sertifikasi,
kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial
dan fungsional;

j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

l. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Bj9*g Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin
oleh Kepala Bidang yarLg berada dibawah Aan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

pasal 31

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana program kegiatan dibidang

tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk
menuqiang kelancaran pelaksaaaan tugas Badan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang dalam
merumuskan perencanaan program kegiatan dan
sistem keg'a operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam haldan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;
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d. menJrusun langkah telicris operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuai
Peraturan Perundang-undangan;

e. men;rusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

f. merumuskan kebijakan pengadaan;
g. menJrusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlahjabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
h. menyelenggarakan 

. 
pengadaan pegawai Negen Sipil

can pegawai pemerintah dengan peq.anjian Kir3.a;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi

pemberhentian;
j. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
k. memverilika si databa,se informasi kepegawaian;
1. mengkoordinasikan penJrusunan informasi kegawaian;
m. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pemberhentian

oan pengelolaan informasi;
n.mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi

kelembagean profesi Ap.eratur Sipil Negara (ASN)
(Korps 

-Pegawai Republik Indonesia dai-- lembagaprofesi Aparatur Sipil Negara lainnya);
o. mengkoordinasikan kegiatan keorganisasian untukmendukung tugas 

, 
dan fungsi lembaga profesi

Aparatur Sipil Negara; ;

dan rnengkoordinasikan tugas
sesuai dengan bidang tugasnya

q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahandibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

r. melaksanaken pengawasan internal terhadappelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan perundang_undangan;

s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugasdan prestasi keq'a bawahan sesuai ketentulanPeraturan perundang_undangan sebagai bJ;
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

t. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiataa dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan perundang-undangan;

u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang ugasnya
dan laporan lainnya sesuai liebutuhan selagai 

*tafran

informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pengadaan, pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh KepalaBidang yang berada dibawah- darl bertanggung .yai.l,aUkepada Kepala Badan.

p. mendistribusikan
kepada bawahan
masing-masing;



Bagian Keempat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

pasal 32

(1) Badan Pengelola Keualgan dan Aset Daerah mempunvai
tugas:
a. menerapkan program/rencana keqja Badan

berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

b. mengkoordinasikan yang diperlukan antar
instansi/lembaga terkait sesuai keGntuan peraturan
Perundang-undangan;

c. memimpin penJrusun€rn dan perumusan langkah
strategis dan operasional Badan bers-ama
Sekretaris dan _para Kepala Bidang dilingkungan
Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugai sesuai
ketentuan Peraturan perundang-undangan;

d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidangtugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

e, menJrusun dan melaksanakan kebljakan pengelolaan
keuangan dan aset Daerah:

f. melaksanakan konsultasi kepada Sekretaris Daerah
selaku koordinator pengelola keuangan Daerah
dalam peny'usunan Rancangan Kebijikan Umum
Anggaran-Prioritas dan plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-
Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (KUA_
PPAS) Perubahan, Rancangan Anggaran pendapatan
Belanja Daerah. dan Rancangan Anggaral
Pendapatan Belanja Daerah perubahan;

g. memfasilitasi tugas Tim Anggaran pemerintah
Daerah dalam rangka penyusunan dan pembahasan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran_erioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA_PPAS), Rancangan
Kebljakan Umum Anegaran-prioritas dan piafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan.

h. menytrsun Rancanqan Nota Kesepakatan tentang
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran_prioritas dan
P-lafon Anggaran Sementara (KUA_PPAS), Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran-prioritas dan plJon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan;

i. menyusun Rancangan Anggaran pendapatan Beianja
Daerah, Pergeseran Anggaran pendapatan Belanja
Daerah, dan Rancangan Anggaran pendapatin
Belanja Daerah perubahan 

;j. menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaian
Pendapatan Belanja Daerah;

k. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Da,erah serta
melaksanakan pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah ;
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l. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-
Perangkat Daerah dan Dokumen perubahan
Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah;

m. memberikan pelayanan konsultasi administrasi
keuangan kepada seluruh perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

n. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;

o. menyiapkan anggaran kas dan menetapkan Surat
Penyediaan Dana;

p. rnengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama
Pemerintah Daerah, dan melakukan pengelolaan
utang piutang Daerah serta melaksanakan
penagihan piutang;

q. menyajikan informasi keuangan Daerah,
melaksanakan sistem akuntansi, dan pelaporan
keuangan Daerah;

r melaksanakan penyimpanan/penempatan uangDaerah,- menyiapkan anggaran kasl
mengelola/menatausahakan investasi Daerah dan
menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan
Daerah;
menerbitkan Surat perintah pencairan Dana dan
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum Daerah;
melaksanakan kebljakan pengelolaan serta
penghapusan barang milik Daerah berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi,
akuntabilitas dan kepastian nilai;
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barangmilik Daerah, melaksanakan 

- 
koordinasi dan

memberikan pelayanan konsultasi administrasi
fepada Perangkat Daerah dalam proses perencanaan
kebutuhan, penganggaran, pengidaan, penerimaan,
penyimpanan, penvaluran.
penggunaan/pemanfaatan, p€n^t"rr"ufruarr,
pengamanan, pemeLiharaan, penilaian, standarisasi,
penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan,
tunr.r'tan ganti rugl, pendataaa/inventarisasi,
pembinaan, pengawasan dan pengendaiian barang
milik Daerah dan barang lainnya;
memberikan perlimbangan dan pelavanan
administrasi kepada pimpinan dalam rangka
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaanpenerimaan, penyimpanan, penyalu..rr,penggunaan/ pemanfaatan, penatausahaal,
pengamanan, pemeliharaan, penilaian, standarisasi,
penghapusan, pemindah tanganan, pembiayaan,
tuntutan ganti rugi, pendataan/ inventarisasr,
pemolnaan, pengawasan dan pengendalian barang
milik Daerah:
melaksanakan perencanaan, kebutuhan,pengangg€rran, pengadaan, penerimaan,

w.
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penyimpanan,
pemanfaatax,

penyaluran,
penatausahaan,

penggunaan/
pengamanan,

pemeliharaa.n, penilaian, standarisasi, penghapusan,
pemindah tanganan, pembiayaan, tuntutan ganti
rugi, pendataan / inventarisasi, pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan membuat laporan
barang milik Daerah;

x. melaksanakan belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi
hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga serta pelaksanaan pembiayaan;

y. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan
dan aset Daerah;

z. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

aa. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan dibidang tugasnya agar tercapai
kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

bb. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencErna keda dan ketentuan peraturan
Perundang:..undangan;

cc. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;

dd. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan di bidang tugisnya sesuai
ketentuan Peraturan perundang-undangan;

ee. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungiawaban kepada atasan; dan

dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasarl.

(21 Badan Pengelola Keuangal dal Aset Daerah dipimpinoleh Kepala Badan yang berada dibawah d..,
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

pasal 33

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

a. merencanakanr fll€ngatur, membina,
mengkoordinasikal dan mengendalikan pelaksanaan
tugas kesekretariatan yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian,
perlengkapan, barang milik Daerah dan pelaporan;

b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan
rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksalaan tugas Badan 

""srrJketentuan Peraturan perundang-undangan;
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c. mengkoordinasikan bidang dan para Sub Bagian
dAlem merumuskan program keq'a dan sistem kerja
operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - undangan;

d. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar
instansi/lembaga terkait melalui Kepala Badan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. menJmsun dan merumuskan langkah operasional
ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

f. mengkoordinasikal penJrusunan kebutuhan anggaran
Badan dengan masing-masing bidang ;

g. menyelensgaralan pengelolaan administrasi
perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan
administrasi umum;

h. mengkoordinasikan penJrusunan kebutuhan sarana
prasarana dan kebutuhan rumah tangga Badan;

i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen
perencanaan, capaian kine{a dan laporan pengelolaan
barang milik Daerah, laporan keuangan dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

j. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian mrget
kineq'a dan anggaran;

k. mengkoordinasikan penJrusunan rencana keq'a,
program dan pelaporan serta pembinaan organisasi
dan tata laksana;

l. mglakganakan pengelolaan administrasi keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi umum,
kerumahtanggaan dan kehumasan ;

m.mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

n. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional
prosedur;

o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

p. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentual peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;

r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada arasan;
dan
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t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepafi Badan.

Pasal 34

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian.

pasit gs

(1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan
dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan peraturan pemndang_
undangan;

b. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bidang/unit kerl'a intern Badan melalui Sekretaris
sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;

c. menJrusun langkah telceis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
rugasnya;

e. melalsanakan penataan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

f. menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi
pegawai sesuai dengal kebutuhan;

g. melaksanakan administrasi peg'alanan dinas;
h. menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan

kapasitas pegawai;
i. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan

naskah dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran
lainnya;

. j. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
k. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana,

serta kebutuhan rumah tangga;
1. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan

sarana prasafana;
m. mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana

sesuai dengan kebutuhan;
n. melaksanakan tata usaha keuangan sesual

ketentuan Peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
p. menyiapkan dokumen administrasi dan

pertanggungiawaban pelaksanaan keuangan;



q. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggar:an
dan belar{a Badan, pembukuan serta administrasi
keuangan;

r. menyiapkan bahan pertanggungiawaban administrasi
keuangan;

s. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

t. m€mberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

u. melaksanakan pengawasan internal terhadao
pelaksanaan tugas bawa,han sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

v. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundans_
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;

w. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturaa Perundang-undangan;

x. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidalg tugasnya
fq1 laporan lainnya sesuai kebutuhan sebigaibahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Sub -B.g*tt dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab teiaai
Sekretaris.

Pasal 36

(1) Bidang Pengelola Keualgan Daerah mempunyai tugas:
a. menJ lsun rencana program kegiatan dibidang

tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang_undarrga.r;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang dalam
merumuskan perencanaan program kegiatin dan
sistem kerl'a operasional bidang tugasnya sesuar
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam haldarr keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentual peraturan
Perundang-undangan;

d. menyusun langkgh teknis operasionai dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

e. menJrusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;
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f. memberikan pelayanan konsultasi administrasi
keuangan kepada seluruh Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

g. merumuskan prosedur penJrusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan Beianja Daerah;

h. menyusun pedoman dan petunjuk teloris penyusunan
anggaran;

i. melaksanakaa fasilitasi penJrusunan dan pembahasan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan
Plafon Anggaral Sementara (KUA-PPAS) Perubahan
bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
Badung;

j. menyampaikan dan mengikuti proses pembahasan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan
Kebljakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan yang
dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Badung;

k. melaksanakan pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Perubahan bersama Tim
Anggaran Pemerintah Daerah;

l. menyampaikan dan mengikuti proses pembahasan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Badung;

m. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

n. menrusun Nota Keuangan Anggaran Pendapatan
Belar{a Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Perubahan;

o. menyusun kebljakan dan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

p. meneliti usulan dan menyusun pergeseran anggaran
semua Perangkat Daerah;

q. mengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama
Pemerintah Daerah dan melakukan pengelolaan utang
piutang Daerah serta melaksanakan penagihan
plutang;
melaksanakan pembinaan, meny4jikan informasi dan
sosialisasi kebljakan pengelolaan keuangan Daerah;
menyajikan informasi keuangan Daerah;
menyiapkan bahan penyusunan rancangan
pendapatan dan belanja Daerah;
memberikan pelayanan konsultasi administrasi
keuangan kepada seluruh Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;
merumuskan kebijakan teknis di bidang penerimaan
dan pengeluaran kas;

f

s.

(.
I

a
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w. melaksanakan pembukuan dan administrasi
penerimaan dan pengeluaran Daerah yang berupa kas
dan yang setara kas;

x. melaksanakan dan mengendalikan penerimaan,
penyimpana_n dan pembayaran atas beban rekening
kas umum Daerah:

y. mengelola utang dan piutang Daerah;
z. menJrusun petunjuk teknis dan pembinaan

administrasi keuangan yang berkaital dengan
penerimaan dan pengeluaran kas;

mengkoordinasikan tusas
dengan bidang tugasriya

A. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahandibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

aa. melaksanakan pengawasan internal terhadappelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan perundang-undangan;

bb. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugasdan prestasi keq'a bawahan sesuai ketenfulanPeraturan Perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan:

cc. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan perundang-undangan;

dd. mela_porkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai n.fr"rrinformasi dan pertanggungiawaban kepada atasani
dan

hh. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.

(21 !i9*g Pengelola Kgualgan Daerah dipimpin oleh KepalaBidang yang berada dibawah dan bertanggung .lawabkepada Kepala Badan.

A. mendistribusikan dan
kepada bawahan sesuai
masing-masing;

pasal 37

Bidang Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

a. Sub Bidalg perencanaan Anggaran; dan
b. Sub Bidang perbendaharaan, Akuntansi dan pelaporan.

pasal 38

(1) Sub Bidang perencanaan Anggaran mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatandibidang tugasnya bCrdasarkan rencana dankebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian dan Sub Bidang intern Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. menJrusun langkah telods operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

e. menyiapkan bahan penJrusunan rancangan
pendapatan dan belanja Daerah;

f. memberikan pelayanan konsultasi administrasi
keuangan kepada seluruh perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

g. merumuskan prosedur penJrusunan Rancangan ApBD
dan Rancangan Perubahan ApBD;

h. menyusun pedoman dan petunjuk tehris penyusunan
anggaran;

i. melaksanakan verifikasi penyusunan dan
pembahasal Rancalgan Kebljakan Umum Anggaran_
Prioritas dan PlaJon Anggaran Sementara (KUA_PPAS)
dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-prioritasdan Plafon Anggaran Sementari- (KUA_PPAS)
Perubahan bersama Tim Anggaran i?emerintah
Kabupaten Badung;

j. 
Senyrapkan bahan penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum Anggaran-prioritas dan phfJn Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Umum
Anggaran-Prioritas dan plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) Perubahan yang dilaksanakan oleh DpRD
Kabupaten Badung;

k. melaksanakan veri{ikasi Rencana Keq.a Anggaran(nf4l Rencana Keq'a Anggaran perub-ahan fnXeptPerangkat Daerah dan Dokumen peiaksanaan
Anggaran (DPA) /Dokumen pelaksanaan perubahan
Anggaran (DPPA);

l. mengikuti pelaksanaan pembahasan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan
bersama Tim Anggaran pemerintah Kabunaten
Badung;

m. menyiapkan bahan penyususnan Ralcangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah ;

n. menyiapkan bahan penyusunar Nota
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan
Pendapatan Belanja Daerah perubahan;

Keuangan
Anggaran

o. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan
pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja
Daerah;

p. melaksankan analisis pinjaman dan pemberian
pinjaman, usulan penyerta€rn modal aias nanna
Pemerintah Daerah dan melakukan pengelolaan utang
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piutang Daerah serta melaksanakan penagrhan
piutang;

q. melaksanakan pembinaan, menyajikan informasi dan
sosialisasi kebljakan pengelolaan keuangan Daerah;

r. menyajikan informasi keuangan Daerah
s. memberikan pelayanan konsultasi administrasi

l{.eu9ngan kepada seluruh perangkat Daerah dilingkungaa pemerintah Daerah:
mengkoordinasikan tugas
dengan bidang tugasnya

u. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahandibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undaagan;

v. melakukal pengawasan intemal terhadappelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan perundang_undangan;

w. melakukan penit4inn terhadap pelaksanaan tugas danprestasi kerl'a bawahan sesuai ketentuan peraturanperundang_undangan 
.sebagai bah;- pertimbangan

dalam peningkatan karier ba:wahan ;x. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaankegiatan dibidang tugasnya ;;";; ketentuanPeraturan perundang_urrd.ngarr;
y. melaporkan pelaksanaan kegatan dibidang tugasnyadan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahaninformasi dan pertanggungjawaban kepaaa atasan;dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yarrgdiberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang perbendaharaan, Akuntansi dan pelaporan
mempunyai tugas :

a. menlapkan bahan penyusunan renc€rna kegiatandibidang tugasnya - berdasarkan 
---iurr"*. 

dankebutuhan untuk menunjang tefarrcaran pelaksanaantugas Badan sesuai ketentui" p"""t".ro perundang-
undangan;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar SubBagran dan sub 
_ 
eiian! Irir".ri"i.a"" sesuaiketentuan peraturan perunOinglui;;;,

"' ITry::" t*F$--l:qt: operasional dibidangrugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanPeraturan perundalg_undangan 
;d. menyusun standar operasional prosedur pada bidangtugasnya;

e. memveriyikasi Surat penyediaan Dana {SpD) danSurat perintah pencairan o'"*.lspzofl'-
f. mengevaluasi pelaksanaan dan p.rrutull"uh.an kasumum Daerah rrta3L_-llT p"*luf."""Ekening KasUmum Daerah {RKUD),* p;;;;il rekeningoperasional, Fembukaan .dk"d"; F;;';;k"t Daerah,penempatan kas dalam investasi :."if.. pendek,

t, mendistribusikan oan
kepada bawahan sesuai
masing-masing;
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penatausahaan oleh bendahara umum Daerah dan
pelaporan oleh bendahara umum Daerah:

g. mengevaluasi pelaksanaan dan penatausahaan kas
transitoris;

h. mengevaluasi pelaksanaan dan menatausahakan
pendapatan Daerah;
mengevaluasi pelaksanakan dan penatausahaan
belanja Daerah;
mengevaluasi dan menatausahakan pembiayaan
Daerah;

k. memverifikasi prosedur penatausahaan, akuntansi
dan pelaporan keuangan Daerah;

L memverifikasi pengesahan dan pencatatan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak
melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

m. memverifikasi laporan keuangan yang merupakan
pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) per triwulan,
semester dan tahunan;

n. mengevaluasi kebijakan akuntansi dan sistem
akuntansi Pemerintah Daerah;

o. mengeva-luasi aturan/Peraturan Daerah
pengelolaan keuangan Daerah

pokok-pokok

penatau sahaan, akuntansi dan pelaporan
khusus

keuangan
Daerah;

p. memverilikasi rancangan perda, dan
pertanggungiawaban pelaksanaan
Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

Perda tentang
Anggaran

q. memverifrkasi rancangan perbup, perbup tentangpenjabaran pertanggungjawaban peiaksanaai
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

r. mengevaluasi sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan Daerah;

s. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

t. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

u. melakukan pengawasan intemal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai kerentuan
Peraturan Perundang-undangan;

v. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan
prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan perlimbangan
dalam peningkatan karier bawahan;

w. melakukan evaluasi terhadap seiuruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

x. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai liebutuhan sebigai bahan
informasi darr pertanggungjawaban kepadi arasan;
dan
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aa. melaksanakan . tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(3) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah.

'Pasal 
39

(1) Bidang Pengelola Aset Daerah mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan penJrusunan rencana program

kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang dalam
merumuskan perencanaan program kegiatan dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal
dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan
Perundalg-undangan;

d. mengkoordinasikan langkah langkah teknis
operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional
prosedur pada bidang tugasnya;

f, mengkoordinasikan pengembangan dan pembinaan
sumber daya manusia di bidangnya;

g. mengkoordinasikan penJrusunan bahan pembinaan,
pengendalian dan petunjuk teknis pengelolaan aset
Daerah;

h. mengkoordinasikan Pengelolaan Barang Milik Daerah
(perencanaanr p€nsanggaran, penerimaan,
penyaluran, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
penilaian, penghapusal dan pemindahtanganan;

i. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

j. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

k. melaksanakan pengawasan intemal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

1. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;



48

m. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Bidang Pengelola Aset Daerah dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

Pasal 4O

Bidang Pengelola Aset Daerah terdiri dari:
a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.

Pasal 41

(U Sub Bidang Pemanfaataa dan Pengamanan mempunyai
trlgas:
a. menyiapkan bahan penyusunan renc€ma kegiatan

dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian dan Sub Bidang intern Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c, men5rusun langkah teloris operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
tugasnya;

e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah (RKBMD) atau Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan (RKBMD-
P) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah (RKPBMD) sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan analisa
kebutuhan barang;

f. menyiapkan bahan penyusunan analisis standar
harga baralg sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai bahan acuan untuk menyusun
rencana kerja dan angga-ran;

g. menilai pelaksanaan kegiatan pemanfaatan barang
milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;
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h. menyusun peq'anjian sewa dalam rangka
pemanfaatal aset sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

i. menyusun perjanjian pinjam pakai dalam rangka
pemanfaatan aset sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

j. menyusun peg'anjian kerja sama pemanfaatan dalam
rangka pemanfaatan aset sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

k. menyusun perl'anjian bangun guna serah/bangun
serah guna dalam rangka pemanfaatan aset sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

l. menyusun dan menganalisa kefa sama penyediaan
infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan perundang-
undangan;

m. memantau pelaksanaan kegiatan pengamanan fisik
aset (asuransi, pemagarEtn, dan lainya );

n. memantau pelaksanaan kegiatan pengamanan
administrasi dokumen hasil pengadaan/ Berita Acara
Serah Terima (BAST);

o. memantau pelaksanaan kegiatan pengamanan hukum
(sertifikat);

p. melaksanakan penyelesaikan sengketa terhadap aset
Pemerintah Daerah;

q. memantau pelaksanaan kegiatan penyimpanan bukti
kepemilikan / penguasaan aset;

r. memantau pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan
sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan untuk terciptanya tertib administrasi;

s. menJrusun rencana kebutuhan barang milik Daerah;
t. men5rusun daftar kebutuhan barang milik Daerah;
u. menjrusun pengadministrasian mutasi barang milik

Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

v. menJrusun penetapa-n status penggunaan barang milik
Daerah;

w. menJrusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang
milik Daerah;

x, menyusun daftar kebutuhan pemeliharaan barang
milik Daerah;

y. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

aa.memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidaag tugasnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

bb. melakukan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

cc. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan
prestasi keq'a bawahan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan
dalam peningkatan karier bawahan;
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dd. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

ee. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(21 Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset
mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunar rencaJra kegiatan
dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian dan Sub Bidang intem Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. menJ rsun langkah telcris operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang
mgasnya;

e. melaksanakan rekonsiliasi barang milik Daerah secara
berkala dalam rangka pen5rusunan laporan barang
milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

f, melaksanalan inventarisasi barang milik Daerah
secara berkala sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

g. menganalisa pengelolaan, pencatatan dan pelaporan
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) barang
milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

h.menilai pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan
barang milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

i, menilai pelaksanaan kegiatan hibah barang milik
Daera-h sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

j. melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang
milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan untuk efisiensi pemanfaatan dan
pemelitraraan aset;

k. melakukan stock opname barang persediaan pada
seluruh Organisasi Perangkat Daerlh sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undalgan;

1. mengoordinasikan pelaksanaan program sistem
informasi manajemen barang milik Daerah, Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan barang
persediaan, di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai
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prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugasl

m. menyusun konsep kajian penglrapusan Aset sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam
pengambilan kebljakan/keputusan;

n. menghimpun dan meneliti data barang baik bergerak
maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk
dihapus dari aset Pemerintah Daerah dan memproses
penghapusannya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya
tertib administrasi;

o. melakukan penghapusan barang milik Daerah sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
terciptanya terlib administrasi;

p,mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

q. memberi bimbingal dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

r. melakukan pengawasan internal terhadao
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan
prestasi keq'a bawahan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan
dalam peningkatan karier bawahan;

t. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

u. melFporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
darr

v. meliaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh ata.san.

(3) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah.

Bagian Kelima
Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 42

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
a. menJrusun dan menetapkan rencana kerja Badan

berdasarkan ketentuan peraturan pirundang_
undangan;

b. menyusun kebijaksanaan teknis penelitian dan
pengembangan Pemerintah Daerah;
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c. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan instansi/
lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan
kelitbangan di Pemerintah Daerah;

d. melaksanakan pengkajian kebljakan lingkup urusan
Pemerintah Daerah;

e. memfasilitasi dan melaksanakan.inovasi Daerah;
f. melaksanakan pemartauan, evaluasi dan pelaporan

atas pelaksanaal penelitian dan pengembangan di
Daerah;

g. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
evaluasi berdasarkan sistem pengendalian intemal
kepada bawahan;

i. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target
kinerja dan anggaran Badan;

j. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungiawaban kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

a. menJ lsun rencana kerja Sekretariat untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - undangan;

b. mengkoordinasikan, menyiapkan dan mengendalikan
pela-ksanaan tugas - kesekretariatan yang meliputi
urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga, barang milik Daerah
dan pelaporan;

c. mengkoordinasikan bidang dalam penyusunan
renca.na pembangunan Daerah jangka panjang,
jangka menengah, rencana strategis dan rencana
tahunan Badan:

d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaal
tugas bidang sesuai rencana kerja yang telah
ditetapkan;

e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi
keuangan, administrasi umum, administrasi
kepegawaian dan ketatalaksanaan Badan;

f. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;
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melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan
evaluasi berdasarkan sistem pengendalian interna-l
kepada bawahan;
mengkoordinasikan penyiapan materi evaluasi dan
monitoring pencapaian target kine4'a dan anggaran
Badan;
melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungiawaban kepada atasan; dan
m€laksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

{21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 44

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum, Keuangan danKepegawaian.

pasal 45

(1) Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaianmempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan,. menyusun perencanaan programdan _anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhanuntuk menuniqg kelancaran pehlsarraan tugas
ff$ffir"ff** t"tu"t".'- E".Jti.?- e"ru,raui!-

b. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar unitke{'a intern Bada3 nieUf-ui 'S;;;t"ri" 
sesuaiketentuan peraturan nerunaalg_ unffi;;,c' I:l{:sun l*ff1__,."t1it ope.asion.t dibidangrugasnya sesuai dengan tetuturran 

-aan 
ketentuanperaturan perundang_undangan;

d. menyusun standa
tugasnya; r operasional prosedur pada bidang

e. melaksanakan urr
""k"h;;;;;#;:H*;#'"ffi?IlXTl,'JL?ff,1?lllalnnva:

f. melaksanakan pengelolaan kearsipan:
g. menJrusun rencana 

lgpgtuhan sarana dan prasarana,serta kebutuhan rumah hG;-**'* *-',
h. melatcsanalan kegiaran pengadaan dan pemeliharaansarana prasarana;
i. mengelola dan mendistribusikan sarana prasaranasesuai dengan kebutuhan:j. melaksanakan tata rlsaha keuangan danperbendaharaan sesuai t"t.rrt*-"il,". p"..trr..,Perundang_undangan;
- 

il?*"ffi;pengelolaan urusan keuangan dan
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l. menyiapkan dokumen administrasi dan
pertanggungiavraban pelaksanaan keuangan dan
perbendaharaan;

m. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta
mengurus administrasi keuangan dan
perbendaharaan;

n. melaksanakan administrasi pef alanan dinas;
o. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi

kepegawaian;
p. menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi

pegawai sesuai dengan kebutuhan;
q. menJrusun analisis kebutuhan diklat peningkatan

kapasitas pegawai;

r. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas
kepada bawatran sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing;

s. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan
dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

t. meLaksanakan pengawasan intemal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesual ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

u. melakukan penilaian terhadap peiaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahaa;

v. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

w. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan
informasi dan pertanggungiawaban kepada atasan;
dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

(2\ Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang
berada 

-dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 46

(1) Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai
tugas:
a. menyusun program kerja Bidang Sosial, Ekonomi dan

Pemerintahan;
b. menyusun program kerja Bidang Sosial, Ekonomi dan

Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

c. menyiapkan materi penyusunan kebijakan teknis,
progran dan anggaran di bidang Sosial, Ekonomi dan
Pemerintahan;

t,
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d. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan
pemerintahan;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengkqjian
kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan
pemerintahan;

f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;

g. melaksanakan Pengelolaan data kelitbangan dan
peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan di
bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;

h. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi
warga negara asing untuk diterbitkanny a izin
penelitian oleh instansi yang berwenang;

i. melakukan pembinaa,n dan pengawasan berdasarkan
sistem pengendalian internal kepada bawahan;

j. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangarl;

k. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan
tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

l. membuat laporal pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas kepada atasan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan

m. melaksa-nakan tugas kedinasan lainnya yang
ditugaskan oleh atasan.

(21 Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 47

(1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai
tugas:
a. menyusun program ke{a Bidang Pembangunan,

Inovasi dan Telcrologi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

b. menyiapkan materi penyusunan kebijakan teknis,
program dan anggaran di Bidang Pembangunan,
Inovasi dan Telceologi;

c. mengkoordinasikan pelaksanaaa penelitian dan
pengembangan di Bidang Pembangunan, Inovasi dan
Teknologi;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian
kebijakan di Bidang Pembangunan, Inovasi dan
Teknologi;

e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
di Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;



f. melaksanaan Pengelolaan data kelitbangan di Bidang
Pembangunan, Inovasi dan Telmologi;

g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagiwarga neg.rra asing untuk diterbitkanny a izin
penelitian oleh instansi yang berwenang;

h. sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan;
i. memfasilitasi hak kekayaan intelektuall
j. melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan

sistem pengendalian internal kepada bawahan;
k. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelal<sanaar

tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang - undangan;

l. melakukan penilaian kine4'a terhadap pelaksanaantugas bawahan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

m. membuat laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas kepada atasan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan; dan

n. melaksanakan_ tugas kedinasan lainnya yang
ditugaskan oleh atasan.

Rjdang_ Pelba.ngunan, Inovasi dan Teknologi dipimpinoleh Kepala Bidang yang berada d,ibiwah dan
bertaxggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagran Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sej umlah
len3Ca .44"+ jenjang fungsionat yang terdiri dari
perlagai kelompok sesuai dengan keLutuhan dan
keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) mempunyai tugas melaksanakan sebagran
tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan ial
keahlian.
Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban keria.

(21

/11

(2)

1al

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

(1) Kepala Badaa, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksarrakar_r
tru-Cgs menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi sirta pengawasan melekat.
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(21 Setiap pimpinan unit di lingkungar Badan bertanggung
jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahalnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 50

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan
tugasnya wajib melaporkan secara berkala dan
bertanggung jawab kepada atasannya.

(21 Setiap laporan yarg diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan l,aporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan apabila
dipandang perlu tembusan laporan disampaikan
kepada organisasi lain yarrg secara fungsional
mempunyai hubungan keg'a.

' Bagan Ketiga
Hubungan Kerja

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu
oleh pimpinan unit kerja bawahannya dan dalam rangka
pembinaan kepada bawahannya masing-masing
mengadakan rapat berkala.

Masing-masing pejabat di lingkungan Badan melakukan
hubungan kerja sarna secara fungsional sesuai dengan
struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal
dan horizontal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian T\rgas l,embaga
Teknis Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2008 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(1)

(21
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Pasai 53

P_ eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati irri dengan penempatann].a.
dalam Berita Daerah I(abupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 Aprt| 2022

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 Apil 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ATEN BADUNG,

WA

ATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 19

NrP. 19720510 199903 1008
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